MENKEU MINTA SINKRONISASI DATA APBN DAN APBD LEBIH
DISEMPURNAKAN
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Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta sinkronisasi data
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) lewat digitalisasi lebih disempurnakan.

Hal tersebut, menurutnya, penting agar pemadanan data antara APBN dan APBD lebih
akurat untuk pengelolaan birokrasi yang lebih efektif.

"Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa
menghindarkan dari middle-income trap dan middle-income trap itu biasanya muncul
dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin
membebankan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin.
la menyampaikan bahwa dari segi regulasi, pemerintah pusat telah mendukung melalui
Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (HKPD).
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Selain itu, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga penting untuk menggenjot
pertumbuhan ekonomi.

Melalui UU HKPD, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memperkuat sinergisitas antara
kebijakan fiskal pusat dan daerah dengan membangun Badan Akun Standar (BAS).

"Kita terus melakukan sinergi untuk membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan
pemanfaatan platform digital. Tapi, itu (BAS) penting sekali sebagai backbone di dalam
pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara
tepat waktu," ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menilai sinkronisasi data anggaran perlu segera
direalisasikan agar berbagai program nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan penurunan tengkes (stunting) dapat bisa selaraskan ke daerah, sehingga
terekam dengan baik.

"Sinergi ini tentu kita harapkan akan memberikan dampak yang selaras dengan apa yang
tadi dilakukan di dalam e-government, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat,"”
terangnya.

Sumber Berita:

1. https://sultra.antaranews.com/berita/470819/menkeu-minta-sinkronisasi-data-apbn-
dan-apbd-lebih-disempurnakan, Menkeu minta sinkronisasi data APBN dan APBD
lebih disempurnakan, tanggal 23 September 2024;dan

2. https://cianjurekspres.disway.id/read/16629/sri-mulyani-minta-sinkronisasi-data-

apbn-dan-apbd-lebih-disempurnakan#google_vignette, Sri Mulyani  Minta
Sinkronisasi Data APBN dan APBD Lebih Disempurnakan, tanggal 23 September
2024.

Catatan:

e Terkait dengan hal di atas diatur pada
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD):
a. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem
penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan
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antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara
adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang;dan
b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
a) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
b) pengelolaan TKD;
c) pengelolaan Belanja Daerah;
d) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
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